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Tren Kinerja Penerimaan Pajak
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Refleksi 2019

(triliun rupiah)

Proyeksi DDTC dan Realisasi Pajak

1.600

1.500

1.400

1.300

1.200

1.361

1.318 1.332
Skenario Realisasi Proyeksi
Terburuk 2019 Normal
Pesimis

1.398

Proyeksi
Normal
Optimis

1.577

Target
APBN
2019

Optimisme 2018 tidak berlanjut

Situasi tekanan ekonomi global

Harga komoditas
Situasi politik
Persoalan fundamental

ﬁ Shadow economy

@ Rendahnya kepatuhan

Kebocoran pajak (PDB,

Penghasilan Kena Pajak, & Pajak
Terutang)



Tekanan atas Sektor Unggulan di 2019

Realisasi Kontribusi (%
penerimaan | terhadap total

Pertumbuhan | Pertumbuhan
tahunan pada | tahunan pada

pajak pada 2019 | penerimaan 2019 (%, yoy) 2018 (%, yoy)

(Rp Triliun) CEIELY)
D S g 365,39 29,4 1,8 10,9
Perdagangan 246,85 19,9 2,9 20,5
P e () 175,98 14,2 77 15
() soss 7.2 33 0
Pertambangan (£5) 66,12 5,3 -19,0 50,7
“pergudangan (Ggg) 50,33 4 18,7 14,4

Sumber: Paparan Kemenkeu, Selasa (7/1/2020)



Penyebab Rendahnya Tax Ratio Indonesia

Tax-to-GDP Ratios in 2017
é % /Indonesia ./ 1.5

Malaysia 5 13.6

Papua New 137
Guinea :

Singapore ‘% 14.1
Tokelau 0 14.2
Kazakhstan 9 16.4
® Rendahnya kontribusi sektor vy @

pertanian terhadap pajak pitepnes

-
Thailand S5 17.6

Africca (21) Average 18.2

@® Sektor informal yang tinggi 28
Samoa . 24.1

solomon g 25
@® Penghindaran pajak i @ 26
Korea /(.:) 26.9

Cook Island a 27.6
@® Basis pajak yang terbatas wstato @)

p
Japan .) 30.6
New Zealend a 32.0
OECD Average 34.2




2020: Antara Relaksasi & Mobilisasi
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Tax Special PentL;rrLianan
holiday Economic
Infrastruktur dan Zone berubah
Tax erubahan
SDM unggul allowance Super ke
tax territorial
deduction

{ ) Relaksasi

Mendorong daya
saing ekonomi
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Investasi dan
lapangan pekerjaan
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Perspektif Pajak
Rubrik ini hasil kerja sama Bisnis Indonesia dan DDTC Flscal Research
yang menqulas perkembangan janskap pajak .

idak terbantahkan, pajak

adalah tulang punggung

negara Indonesia.

Tidak hanya karena
menyumbangkan sekitar 75% dari
APBN, pajak juga dapat menjamin
proses state bul yang
mmmkup pembaharuan kontrak

Bagaimana
menyeimbangkannya?

Meneropong Kebiiakan Pajak
Periode Kedua Presiden Jokow.

melalui instrumen pajak telah
menjadi agenda reformasi pajak
di berbagai negara selama 5
tahun terakhir (OECD, 2018).
Lihat saja tren penurunan tarif

pajak penghasilan (PPh) badan

yang secara rata-rata global turun
sebesar 7,6% selama 2 dekade
terakhir. -

Relaksasi pa]ak juga makm
gencar dilakukan, Lebih
S50% negara di dunia mengobral
insentif pajak, mulai dan tax

et L ARG IIE Sk R

DARI[SSAL'A;A 18
Managing Par'tner'DDTC &

pembanglman yang hdak sedikit, ;
Kontribusi dari sektor pajak
diprediksi makm dmampkan. .

yang sulit dipajaki dan penegakan

. hukum pajak yang belum optimal,
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2020: Strategi Baru

Strategi Baru Pajak

Darussalam
Managing Parmer DDIC

Ancaman tak
fercapainya larget
penerimaan pajak dan
melebarnya shortfall
(kekurangan sctoran)
pajak semakin jelas di
depan ‘mata. Hingga
Oktober 2019, baru
sekitar Rp 1.018 wriliun
pajak berhasil diraup.
Angka ini 61,6 persen
dari target APBN 2019
sebesar Rp 1577 triliun.

akan berdampak pada kondisi fis-
kal Indonesia. Targel penerimaan
pajak 2020 jug akan menghadapi tan-
tangan yany tidak mudah
Di suat yang bersamaan, tekanan cko-
nomi menghar n adanya rclaksasi.
Reformasi pajak, dalam rangka meng-
genjot rasio pajak (fax ratio, perban-
dingan antara penerimaan pajak dengan
produk domestik bruto), justru dila-
kukan bersamaan dengan kepentingas
untuk mendorong  daya s din
menggerakkan ckonomi nasional.
Lantas, apa yang harus dilakukan un-
tuk - memutus shortfall pajak  yany
terus-mencrus terjadi sejuk 20097

Refleks! 2019 -

Boleh dibilang, kita memasuki 2019
dengan oplimisme g tinggi. Pasalnya,
realisasi penerimaan pajak 2018 me-
norehkan capaian yang menggembira-
kan. Rasio pajak kembali menunjukkun.
pola peningkatan setclah menalami
tren penurunan selama tiga tahun se-
belwnnya Meski demikian, ada hebe-
rapa faklor yang mendistorsi tren positif
lersebut.

Selain pengaruh hajatan pemilu, kita
| turut menyaksikan turunnyva harga ko-

moditas, fluktuasi di pasar keuangan

internasional, perany daganyg dan ter-
ganggunya ranlai pasokan global, serta
melemahnyu kinerja ekspor-impor, Al-
hasil, kinerja- sektor andalan dan pos
penerimian pajak yang biasanya do-
minan madah kian lesu

Selain itu, pada 2019 pemerintah se.
dikit mengerem melukukan terobosan
signifikan dilam mngka mengoptimal-
kan pemungutan pajok. Relak
nomi dan upaya nmmphkan >1tua>|

Lumnhnya kincrja pajak ini tentu

nerimaan pajak. Proyeksi yang dilaku-
kun DDTC Fiscal Research menunjuk-
kun, penerimaan pajak tahun 2019 da-
L\m perhitungan kondisi normal akan

timistis). Astinys, shorifall pajak akan
herkisar antara Rp 179 triliun (88,6
persen dari target) hingga Rp 216 triliun
(86,2 persen dari target).

Akun lelupi, dulam situasi ckonomi
2019 yang cenderung tidak normel, ki
nerja penerimaan pajak bisa jadi lebih
buruk Skenario terburuknya, penerima-
un pajak berada df angka Rp L318 triliun
dan memperlebar shortfall pajak hingga
Rp 259 triliun (Febrantura. Yustisia, dan
Vissaro, 2019). Def anggaran  dan

BERTNANTA

ikhtiar untuk

utang pemerintah kit Dbesur
turut meningkat.

au demikian, risiko itu perlu di-
sikapi dengan jernih. Solusi yang ter-
sedia untuk menarnbal ‘{hU/‘lfl![/ di akhir
tahun adalith dengan mengeksekusi data
automaic  exchange of information
(AEoI) maupun informasi keuangan dari

ik ketiga. Selebimya, cnergi yang uda

lebih buik dipergunakan wntuk memu-
langkun strategi yang lehih jernih untuk
2020 mendatang.

Tihun depan target pajak dipatok Rp
1642 Lriliun. Target rmrbutlnn)a tum-

kan pencrimaan pajuk seakan *dike-
sampingkan”. Betul bahwa kita meng-
hadapi tantangan ekonomi yang me-
lambal, letapi pajak seharusnya tidak
disnggap sebagai momok menukutlun
bagi agenda pembangunan nasional, Pa-
uga jangan lantas “dikalubkan” da-
lam argumentasi merebut hati investor
dun menciptakan daya suing nasional.
Sejatinya, pajak adalah bugian tidak
terpisahkan dari cara untuk mesujud-
kan cita-cita luhur bangsa Tndonesia,
Tercapainva 17 program dalam Sasaran
(Sustaina

E

buh 4,1 persen jika dil
target 2019 yang schesar Rp 1577 triliun.
Namun. seandainya shortfall melebur
hingga Rp 259 triliun, mau tidik mau
penerimaan pajak 2020 harus bertum-
huh sctingei 24.6 persen. Angka per.
tumbuhan tersebut bisa dibilang cukup
sulit untuk diraih jika tidak terdapat
strategi baru, lerutama di tengah. per-
lambatan ekonomi dewasa ini.

Tantangan 2020

Tahun 2020 juga menjadi tahun per-
tama dari periode kedua pemerintahan
Presiden Jokowi. Dari pidato pelantikan
di hadapan MPR pada tanggal 20 Ok-
tober lulu terdapat lima prioritas prog-

am, yaitu pembangunan sumber daya
manusia (SDM), pembangunun infy
struktur, penyederhanaan regulasi, pe-
nyederhanaan birokrasi, serta transfor-
masi ekonormi.

Secara lersicat, rezim fiskal sclama
lima tahun mendatang akan herdivi di
atas dug elemen, mendorong daya saing
sekuligus memobilisasi penerinvaaa,

Upay: meudumnbdayn saing, melalui
relaksasi roya telah terlihat
dari L\erlugu keh\ kan keringanan pa-
Jak serla runcangan dari omnibus law
mengenai kbronnnn pajak untuk pe-

yang "tidak gaduh” bi: ps
salah

nguatan p ta:
rif hingea berbagai insentil’ pajak me-

- nilai tertentu. Singkatnya, terday

ble Deelopment Godls/SDGS) juga me-
miliki prasyarat peningkatan rasio pajak
hingga setidaknya 15 persen (Gaspar, ct
al, 2019). Dengen demikian,

tecermin dalam beberapa fasilitas pajak
seperti super tax deduction untuk ke-
gialan vokasi maupun fax Roliday. Hal
lain yang dupat dipertimbangkan misal-
kan prasyarat reinvestasi di Indonesia
alus pembebasan pajak dividen luar ne

geri atau ckspansi usaha atas miem

baiknya arus kas (cash flow) duri restitusi
dipercepat.

Kedua, relaksasi dipertukarkan de-
ngan data dan informasi. Sebagai contoh,
pencrapan  couperative compliance, di
mam transparansi wajib pajak diper-

arkan dengan kepastian. Strategi
i _mg spmi juga bisa diterapkan di sektor
keuangan dan penyedia platform digital
(OECD), 2019). Keberhasilan strategi ini
harus didukung dengan adanya format
data dan informusi yang ser:
dipensyaratkan oleh Dircktorat Jenderal
(Ditjen) Pajak

Ketiga, relaksasi herbasis periluku ke-
patuhan, Pencrapannya dupat dilakukan
misalkan dengan pemberlakuan affer-
native minitum lax atas indikasi pong-
hindaran pajak korporasi, sanksi pajak.
yang lebih proporsional berdasarkan
profil kepuluhian dari wajib pajak, Strate-
g ini membutuhkan adanya pengelom-
pokan wajib pajak dalam skema com-
pliance risk sranagement.

Keempal, relaksasi yang diimbangi
dongan  Kepastian  kontribusi  pajik.
Stralegi ini diprioritaskan hagi kvlum—
Pok yang memperoleh henefit fiskal

an terhadap upaya De-

nngm, teupx kunmhu<v pa_]akny“i m.mn
Mmihim. Tapa opsi yang biss
diper semisal pes

nerimaan pajak justra menunjukkan kcr
pihakan l(ep.xdu seluruh lapisan ma-
syurakat
Relaksasi dan partisipasi
Dalam rangka menyeimbangkan upa-
ya relaksasi ekonomi melalui sistom pa-
jak dengan meningkatkan penerimaan
pajak di sisi :z-lmhkma diperlukun

an pajuk berbasis kekayaan br:r:nh ke-
pada kelompok pemilik modal yang di-
untungkan dari omnibus. [uw safe har-
haur dalam Lran: afiliasi, pember-
lakuan pajak atus natura b1gv kelompok
profesi lertentu.

Slrategi Relaksasi-Partisipasi di atas
harus didukung olch pengustan kelem
bagaan otoritas pajak. inklusi pajak her-

serta tek-

strategi baru yang "Rela
susi-artisipasi”, Avtinya, relaksasi pajak
harus dilakukan secars bersyarat dan
mengharapkan Limbal balik berupa par-
tisipasi masyarukat dalam sistem pajak.
Penting digarisbawahi bahwa relaksasi
dalam sistem pajak meneakup hukurm,
Kkebijakan, dan administrasi.
Terdapat cmpat strategi Reliks
si-Partisipasi. Portama, relaksasi diper-
tukarkan dengan parlisipasi masyarakat
dalum  menggerakkan  perckonomian.
Pada arex ini, reluksasi pajak dibcrikan
selumu wajib pajak melakukan kegiatan
ersyuratkan oleh penicrintah
ktor, jenis, lokasi, dan/atan
t in-
tervensi pamerintah mengenai perilaku

baik pada sel

nologi informasi udministrasi pajak yang
mmunpuni. Faktor keberhasilannya juis
akan ditentukan oleh kolaborasi dengan
seluruh pemanglu kepentingan, seperti
alademisi, pengadilan pajak. konsultan
pajak, asosiasi bishis, instansi pemc
rintah lainnya. pemerintah daerah, dan
sehagainya. Dalam, hal ini, komitmen
dan k(‘pmmmpmm politik sangat di-
butuhkan.

Pada akhimya, tereapainya target pe-
nerimaan pajak di masa mendatang de-
mi kemandirian bangsa bukan sesuatu
il yang mustahil. Kuncinya hanya salu,
mendudukkan  scktor pajak  sebug
agenda sentral untuk memajukan Tn-
donesia, Oleh Karena itu,*tidak ber-

Relaksasi ' Partisipasi

141
Relaksasi Bersyarat dan Timbal Balik

Dipertukarkan dengan ‘memaksa’ wajib
pajak berpartisipasi dalam
menggerakkan perekonomian

Dipertukarkan dengan ‘memaksa’ wajib
pajak untuk memberikan data dan

informasi

Dipertukarkan dengan ‘memaksa’ wajib
pajak untuk patuh.

Dipertukarkan dengan ‘memaksa’ wajib
pajak untuk berkontribusi dalam
pembayaran pajak



2020: Menggali Potensi & Menjaga Kestabilan Penerimaan

@® Perluasan basis pajak <
Objek Pajak Baru

® Meningkatkan tax buoyancy
dan mengurangi tax gap

ERA BARU HUBUNGAN

OTORITAS PAJAK DENGAN WAJIB PAJAK

® Menerapkan kepatuhan kooperatif
dan CRM

® Meningkatkan kepatuhan melalui
teknologi, data, dan informasi

istiaji Vissaro
Darussalam, Danny Septriadi, Bl Bawono Kristiaji. dan Denny

m

tho Suandar




Proyeksi 2020

Proyeksi DDTC dan Target Pajak 2020
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Pesimis Optimis APBN 2020

Realisasi berkisar 87,1%-89,0%
hanya tumbuh antara
8,4-10,9% dari realisasi 2019

Ditargetkan tumbuh
sekitar 23%

4

Bisakah?

\ ¢

Selama didukung oleh
seluruh pemangku
kepentingan!
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